
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3686), Sebagaimana Telah Diubah Dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Taun 2000 Tentang 
Penagiban Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republ!k Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nnmnr <IQA71· 

1. Undang - lfndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

a. bahwa da)aro rangka pelaksanaan pelaporan dan 
pembayaran pajak dari wajib pajak agar dapat secara 
cepat, efektif, dan efisien, maka perlu memanfaatkan 
kernajauan teknologi sehingga dapat dengan rnudah 
dimaofaatkan dalam pelaksanaan maupun dalam 
pengawasan terhadap kegiatan transaksi dari wajib 
pajak; 

b. bahwa untuk kemudahan, kecepatan, dan efisiensi 
dalam penyampaian laporan, pernbayaran, dan 
pengawasan pajak daerah, maka perlu dilaksanakan 
secara elektronik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk 
Peraturan Bupati. tentang Pelaporan, Pembayaran dan 
Pengawasan Pajak Daerah Melalui Sistem Elektronik; 

BlJPATl JEPARA, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PELAPORAN, PEMBAYARAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH 
MELALU1 SlSTEM ELEKTRONlK 

BUPATI JEPARA 

PROVlNSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR 9 TAHUN 2019 
TENT ANG 



3. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 Tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
lndionesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2002 Tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6 Unclang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4843), 
sebagalmana diubah dengan Undang- Ondaog Nomor 
19 Tahun. 2016 tentang Perubahan Atas Ondang­ 
Undang Nomor l l Tahun 2008 tentang lnformasi clan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Ta.mbahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5952); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerab clan Restdbusi Daerab (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang - Undang Nomor 1.2 Tahun 20 t 1 tentang 
Pembenrukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terak.hir 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 
ten tang Perubahan Kedua At.as Undang-Undang Nomor 
23 Tahon 2014 tentang Pemerint:ahan Daerab 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang 
Tara Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomo~ Ir - .~ ·~ •· H 



11 Peratu.ran Pemerint.ah Nomor 136 Tahun 2000 Tentang 
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan 
Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 4050); 

12 Peraturan Pemerirrtah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang 
Tata Cara Penyanderaan, Reabilltasi Nama Baik 
Penanggung Pajak Dengan Surat Paksa (Lemba.ra.n 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, 
Ta.mbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4051); 

13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang 
Pengelolaan Keuangan Da.erab (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Ta.hun 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14 Peraturan Pemerint.ah Nomor 79 Tabun 2005 Tentang 
Pedoman Pernbinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintab Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomo.r 165, Tambaban 
Lembara.n Negara. Republik Indonesia Nomor 4593); 

15 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20] I Tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuban 
Kewajiban Perpajaka.n (Lemba.ra.n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 5268); 

16 Peraruran Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintaban Berbasis elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

17 Peraturan Menteri Da.La.m Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelola.a.n Keuangan Daerah 
Sebagaimana Tela.b Diubah Tentang Peraturan Menteri 
Dala.m Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang 
Perubahan Atas Peraruran Me.nteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

18 Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 
20ll tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 201 l Nomor 8, Tarnbahan 
Lembaran Daerah Kabupate.n Jepara Nomor 7); 

19 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 
2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerab 
Kabupa.ten Jepara Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20); 

20 Peraturan Daerah Kabupaten Jepa.ra Nomor 22 Tahun 
2010 Tentang Bea Perolehan l:lak Atas Tanah dan 
Bangunan [Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2010 Nomor 22, Ta.mbahan Lemba:ran Da.erab 
Kabupaten Jepara Nomor 22); 

~ -,1 



21 Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor l2 Tabun 
2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
dan Perdesaan (Lemba.ran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2012, Ta.mbahan Lemba.ran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 12); 

22 Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 
2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak. 
Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tabun 
2017. Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 14); 

23 Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2010 
Ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan 
Pernungutan Pajak Air Tarrah (Serita Daerab 
Kabupaten Jepara Nomor 20); 

24 Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2017 
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Jepa.ra Nomor 77 Tabun 20 IO Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan [Berita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2017 Nomor 26); 

25 Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2015 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Reklarne (Belita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 
Nomor 48); 

26 Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2015 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Hlburan (Berita Daerab Kabupaten Jepara Tahun 2015 
Nomor49}; 

27 Peraturan Bupari Jepara Nomor 50 Tahun 2015 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Sa.rang Bu rung Walet (Serita Daerab Kabupaten Jepara 
Tahun 2015 Nomor 50); 

28 Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2015 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Peneraogan Jalan (Berita Daerab Kabupaten Jepara 
Tahun 2015 Nomor 51): 

29 Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2015 
Terrtang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Parkir (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 
Nomor 52); 

30 Peratura.n Bupati Jepara Nomor 53 Tahua 2015 
Tentang Petunjuk Pela.ksanaa.n Pernungutan Pajak 
Restoran (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahuo 
2015 Nomor 53); 

31 Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2015 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemuogutan Pajak 
Hotel (Berita Daerab Kabupaten Jepara Tahun 2015 
Nomor 54); 

,, , , • T .. ..l'j~ . r 



Dalam Pera.tu ran Bupati ini yang climaksud dengan: 
1. Daerab adalah Kabupaten Jepara. 
2. Bupati ada)ab Bupati Kabupaten Jepara. 
3. Pemerintah Dacrab adalab Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pernerintahan Daerab yang memlmpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pejabat adalah Pegawai yang dlberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerab sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

5. Organisasi Perangkat Daerab adalah organisasi perangkar daerah 
yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak 
daerah Kabupaten Jepara, 

6. Pajak Daerab selanjUtnya dlsebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerab yang terutang oleh orang pribacli atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Daerab bagi sebesar-besamya keroakmuran rakyat:. 

7. Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah 
(Official Assessment) adalah sistem pemungutan yang roemiliki 
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk rnenentukan besarnya 
pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

8. Pajak dibayar sendiri (Self-assessment) adalah system 
pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib 
Pajak (WP) untuk menghitung/ memperhitungkan. membayar, dan 
rnelaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang 
berdasarkan peraturan peruudang-undangan perpajakan, 

9. Pe1aporan ada1ab catatan yang memberikan informasi tentang 
kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan kepihak yang benvenang 
atau berkaitao dengan kegiatan tertentu. 

IO. Pengawasan adalah aktifitas yang ditujukan unruk memberikan 
informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang 
dilaksanakan. 

Pasal 1 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN, 
PEMBAYARAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH 
MELALUT SISTEM ELEKTRONIK. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

32 Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tabun 20 I 5 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Belita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 55); 
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18. 

16. 

13. 

Badan ada1ah sekumpulan orang dan/acau modal yang merupakan 
kesaruan. baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, bad.an usaba m.ilik negara (BUMN), 
atau baclan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi Jainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya tennasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha retap. 
Portal Pembayaran (payment gateway) adalab sebuah slstem yang 
rnenyediakrm Jasa/hak otorisasi pembayaran untuk transaksi secara 
elektronik. 
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 
pajak. 
Wajib Pajak adalah orang pribadl atau Badan meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, clan pemungut pajak yang mempunyai hak 
dan kewajiban pe.rpajakan sesuai dengan ketenruan peraturan 
perundangundangan pe.rpaja.kan daerah. 
Masa Pajak adalah jangka wakru 1 (satuJ bulan kalender, yang 
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghiomg, menyetor clan 
melaporkan pajak yang teruta.ng. 
Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibaya.r pada suatu 
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tabun Pajak, atau dalam Bagian 
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perunda.ng­ 
undanga.n perpajakan daerah. 
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besa.rnya 
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib 
Pajak serta pengawasan penyetorannya. 
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik adalab surat yang oleh 
Wajib Pajak cligunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/arau buka.n objek pajak, 
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang dlbuat secara 
elektronik. 
Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik adalah bukti pembayaraa 
atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 
ternpat pembayaran yang ditunjuk oleb l{epala Daerah yang dibuar 
secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD. 
Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokurnen 
transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang 
dilakukan oleb masyarakat subjek pajak kepada Wajib Pajak. 
Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan 
pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam 
pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, 
Pembayaran pajak adalab jumlah yang harus clibayarkan lrepada 
Pemerintah oleh Wajib Pajak. 

12. 

11. 

22. 

21. 

20. 

19. 

17. 

15. 

14. 



Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Jenis Pajak Daerab 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pelaporan, pembayaran, 
dan pengawasan atas cransaksi usaba wajib pajak melaluJ Sistem 
Elektronik terhadap jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan 
penetapan Bupati dan yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan 
oleh Wajib Pajak. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup 

(J) Maksud Peraturan Bupati ini yaitu unruk meningkatkan pengawasan 
dalam rangka pemantauan, penghitungan, pelaporan, dan 
pembayaran pajak daerah, 

(2J Tujuan Peraruran Bupati yaitu uatuk mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitas laporan penerimaan pajak daerah dari wajib pajak 

Pasal 2 

BAB JI 
MAKSUD, TUJUAN, RUANO LLNGKUP, DAN JENlS PAJAK DAERAH 

Bagian Kesatu 
Maksud dan Tujuan 

23. Pemeriksaan adalab serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data. kererangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 
objektif dan prnfesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 
unruk rnenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 
dan/atau untuk tltjuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, 

24. Alar atau Sistem Perekarn Data Transaksi Usaha adalab perangkat 
keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, 
.memproses dan mengitirnkan data ke Data Center. 

(1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: 
a. Pajak reklame: 
b. Pajak air tanah; dan 
c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkabupatenan (PBB­ 

P2). 
(2) Jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan pengbitungan 

oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: 
a. Pajak hotel: 
b. Pajak restoran; 
c. Pajak hiburan; 
d Pajak penerangan jalan: !lw~.~., ·p·r>•;~ :•G, ·,fl 



Pasal 4 

Bagian Ketiga 
.Jenis Pajak Daerab 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pelaporan, pembayaran, 
dan pengawasan atas transaksi usaha wajib pajalc melalui Sistem 
Elektronik terhadap jenis pajak daerab yang dipungut berdasarkan 
penetapan Bupati dan yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan 
oleh Wajib Pajak. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup 

(I) Maksud Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan pengawasan 
dalam rangka pemantauan, penghitungan, pelaporan, dan 
pernbayaran pajak daerah. 

(2) Tujuan Peraruran Bupati yaitu untuk mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitas laporan penerimaan pajak daerah dari wajib pajak 

Pasal 2 

BAB n 
MAKSUD, TUJUAN, RUANO LLNGKUP, DAN JENIS PAJAK DAERAH 

Bagian Kesatu 
Maksud dan Tujuan 

23. Pemeriksaan adaleh seranglraian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 
objekor dan prnfesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 
unruk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerab 
dan/atau untuk tl\juan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

24. Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalab perangkat 
keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, 
.memproses dan mengirimkan data ke Data Center. 

(1) Jenis Pajak Daerah yang dlpungut berdasarkan penetapan Bupati 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: 
a. Pajak reklame: 
b. Pajak air tanah; dan 
c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkabupatenan (PBB­ 

P2). 
(2) Jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan pengbitungan 

oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: 
a. Pajak hotel: 
b. Pajak restoran: 
c. Pajak hiburan; 
d Pajak penerangan jalan; !Et;:", , · If •r,.: . •:c;,.., IJ 



(1) Pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dilaku.kan dengan menggunakan kode bayar dan tata cara 
pembayaran yang dltetapkan oleh Pemerintah Daerah, 

(2) Untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran 
Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perbankan dan/atau Portal 
Pembayaran (payment gateway) yang ditunjuk. 

Pasa.l 6 

Bagian Kedua 
Pembayaran 

(1) Wajib Pajak untukjenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (I) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf d, mengisi Sural 
pemberitahuan objek pajak daerah secara elektronik sesuai kondisi 
sebenarnya pada sistem aplikasi elektronik yang ditetapkan 
Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan 
penetapan pajak dan dipersamakan sebagai laporan. 

(2) Wajib Pajak untuk jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf c, mengisi surat pemberitahuan objek pajak 
sesuai kondisi sebenamya pada sistem aplikasi elektronik yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang akan dijadlkan dasar 
pe.rhitungan penetapan pajak clan dipersamakan sebagai laporan. 

(3) Wajib Pajak untuk jenis pajak daerah sebagairnana dimaksud daJam 
Pasal 4 ayat (2J huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, buruf f, dan, huruf 
g, mengisi Surat pemberitahuan objek pajak daerah secara elektronik 
sesuai kondisi sebenamya pada sistem aplikasi elektronlk yang 
ditetapkan Pemerintah Daerah yang akan dijadik:an dasar 
perhitungan penetapan pajak. 

(4) Wajlb Pajak untuk BPHTB sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) huruf h, mengisi SSPD menggunakan sistem aplikasi yang 
ditetapkan Pemerintab Daerah yang akan dijadikan dasar 
perhitungan penetapan pajak dan dipersamakan sebagai laporan. 

(5) Dalam rangka menjam.in validitas data maka dapat dilakukan 
rekonsiliasi oleh pihak terkait. 

Pasal 5 

BABm 
PELAPORAN, PEMBAYARAN, DAN PENGAWASAN 

BagianKesatu 
Pelaporan 

e. Pajak mineral bukan logam dan batuan; 
L Pajak parlor; 
g. Pajak sarang burung waler; dan 
h. Bea Pera.llhan Rak atas Tanah dan Bangunan {BPfiTB). 



Wajib Pajak berhak: 
a, memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi bon 

penj ualan (bill), harga tanda masuk/ tiket karcis; 
b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan laporan 

penerimaan buJanan; 
c, memperoleh kesempatan melakukao konfirmasi dan koreksi 

(pembetulan) atas SPTPD yang telah clilaporkanseca.ra elektronik. 

Pasal 9 

BABIV 
HAK, KEWAJJBA.N, DAN l..ARANGA.N 

Bagian Kesatu 
Ha.k Wajib Pajak 

Untuk mengukur tingkat kepatuhan penggunaan aplikasi pada alat/ 
sistem elektonik yang terpasang pada objek pajak, d.ila.kukan dengan cara 
sebagai berikut: 

a. Membandingkan antara realisasi pembayaran dengan data 
potensl wajib pajak yang ada. Apabila terjadi kesenjangan lebih 
rendah diantara range 30o/o atau lebih dengan data potensi maka 
perlu rnendapat pengawasan dan dapat dipasangi alat perekam 
data transaksi; 

b. Membaca trend kenaikan realisasi selama 2 tahun berturut-turut: 
I. jika naik melebihi rata-rata realisasi per jenis pajak, maka 

wajib pajak sementara tidak perlu d.llakukan pemeriksaan; 
2. jika ctiantara range rata-rata realisasi per jenis pajak rnaka 

wajib pajak masuk dalam kategori yang perlu mendapat 
pengawasan dan dipasang alat perekam data transaksi; 

3. jika turun dibawah range rata-rata realisasi per jenis pajak 
maka wajib pajak masuk dalam kategori yang perlu dilakukan 
pemeriksaan dan dapat dipasangi alat perekam data 
transaksi; 

c. Berdasarkan hasil analisa resiko yang diindlkasikan adaoya 
kewajian perpajakan yang tida.k dipenuhi oleh wajib pajak. 

Pasal 8 

(11 Dalam rangka pengawasan terhadap wajib paja.k, perangkat daerah 
yang membidangi pajak daerah menempatkan alat/sistem elektronik 
pada obyek pajak. 

(2) Hasil Pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat 
digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan atau pemeriksaan 
pajak. 

Pasa.l 7 

Begum Ketiga 
Pengawasan 



Pemerintah Daerah wajib: 
a menjamin kerahasiaan atas data transaksi usaha: 
b. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada basis data pajak 

untuk jangka waktu pahng sfngkat 5 (limaJ tahun; 

Pasal 12 

Bagian Keempat 
Kewajiban Pemerintah Daerah 

Wajib Pajak wajib: 
a memberikan kemudaban akses dalam pelaksanaan sistem eletronik 

perpajakan daerah; 
b. mernberikan laporan rincian data transaksi usaha untuk masing­ 

masing Wajib Pajak per jenis pajak; 
c. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data 

transaksi usaha yangclitempatkan di usaha Wajib Pajak; 
d. menyimpan data transaksl usaha atau bon penjualan (bilij, harga 

tanda masuk/ tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat l (satu) 
tahun; 

e. melaporkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang 
mengalami kerusakan; dan 

f. mengganti alat atau sistern perekam data transaksi usaha apabila 
dengan sengaja mengakibatkan kerusakan. 

Pasal 11 

Bagian Ketiga 
Kewajiban Wajib Pajak 

Pemerinrah Daerah berhak: 
a. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melaku.kan sistem 

elektronik dari bank atau Portal Pembayaran (paymentgateway) yang 
ditunjuk; 

b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk 
masing-masing jenis pajak dari bank atau Portal Pembayaran 
(payment gateway) yang ditunjuk; 

c. mendapatkan laporan rincian data transaksi usaha untuk masing­ 
masing Wajib Pajak per jenis pajak; 

d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui 
Sistem menegernen kas dari bank atau Portal Pembayaran (payment 
gateway) yang ditunjuk; dan 

e. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. 

PasaJ 10 

Bagian Kedua 
Hak Pemerint:ah Daerab 

.... ...:: .... 11 I . 



(1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 5 ayat(l). 
ayat (2), ayat (3), ayat (4). dan Pasal 13 dikena.i sanksi sebagai 
berikut: 
a. teguran/peringatan; 
b. penu.tupan sementara usaba; dan/atau 
c. pencabutan perljinan dan penutupan usaha. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dilaksanakan dengan 
tahapan sebagai berikut; 
a. teguran/perlngatan diberikan oleh Bupati berclasarkan Berita 

Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling Jama 7 
(tujub) hari sejak diterima; 

b. apabila teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
tidak dipenuhi, rnaka diberikan ceguran/peringaran kedua 
dengan jangka waktu paling lama 5 (limal hari: 

c. apabila teguran/peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada 
huruf b tidak dipenubi, maka cliberikan teguran/peringatan 
ketiga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari; 

Pasal 15 

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 
Pasal 11 segala ketentuan mengenai pemasangan perangkat alat/sistem 
elektronik pajak daerah akan diatur dalam perjanjian antara kepala OPD 
yang membidangi pajak daerah dengan Wajib Pajak. 

Pasal 14 

Wajib Pajak dilarang: 
a. merusak atau membual tidak berfungsi/ tidak bercperasinya, 

menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang 
telah terpasang; 

b. Mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk 
apapun tanpa persetujuan dari SKPD; dan/atau 

c. Mengalihkan perangkat dan sistern kepada pihak lain tanpa seizin 
perangkat daerah pemasang perangkat. 

Pasal 13 

Bagian Kelima 
Larangan 

c. memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan 
konfirmasi dan koreksi (pembetulan) atas e-SPl'PD; 

d, memberlkan pembebasan kepada Wajib Pajak dari kewajiban 
porporasi/legaJisasi bon penjualan {bill), harga tanda masuk/tiket 
kareis. 
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BERlTA DA.ERAH L{ABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 9 

SEKERTARIS DAERAHJ{ABUPATEN JEPARA, 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 30 Januari 2019 

pengundangan 
Berita Daerah 

Agar setiap orang meagetabuinya memerintahkan 
Peraturan Bupa:ti ini dengan penempatannya dalaro 
KabupatenJepara. 

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Pasal 16 
,. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

d. apabila t.egUran/peringatan kenga sebagaimana dimaksud pada 
huruf e tidak dipenuhi, maka dllakukan penutupan sementara 
unrukjangka waktu paling lama 30 (tiga puluh] hari; dan/atau 

e apabilajangka waktu sebagaimana climaksud pada huruf d sudah 
terlampaui maka dilakukan pencabutan perljinan dan penutupan 
usaha 

I 

Diudangkan di Jepara 
pada tanggal 30 Jsnuari 2019 


